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Abstrak 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi 

konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pengawasan DPR menjadi 

instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan 

tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti persetujuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rapat kerja dan rapat dengar pendapat 

dengan pemerintah, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPR terhadap kinerja pemerintah di bidang keuangan negara masih menghadapi 

berbagai tantangan, baik yang bersifat politik maupun teknis. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPR di bidang 

keuangan negara serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dalam mengawasi realisasi anggaran merupakan aspek penting untuk 

memastikan bahwa pemerintah mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien, sejalan dengan rencana kerja 

serta alokasi dana yang telah disepakati bersama oleh DPR. Melalui mekanisme ini, 

DPR melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan belanja, tingkat penyerapan 

anggaran, dan pencapaian sasaran program pemerintah. 
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